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Perlindungan hukum bagi terdakwa anak sebagai pelaku tindak pidana 
dilatarbelakangi dengan semakin banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh 
anak dan anak sebagai terdakwa dalam persidangan seringkali hak-haknya tidak 
diberikan dengan sebagaimana mestinya. Dalam menangani perkara anak nakal, 
yakni anak yang melakukan tindak pidana, aparat penegak hukum baik penyidik, 
penuntut umum maupun hakim harus lebih berhati-hati karena pemeriksaan 
pidana anak berbeda dengan pemeriksaan orang dewasa pada umumnya. Karena 
perlakuan yang kurang tepat dalam pemeriksaan perkara pidana anak akan 
berdampak pada kelangsungan hidup anak. Dalam upaya mengetahui realita 
perkara pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Malang dan 
perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana dalam proses 
persidangan, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Yuridis Sosiologis dan analisa data dilakukan dengan metode Deskriptif 
Analisis. Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Malang,dengan responden 
yang digunakan adalah hakim anak yang pernah memeriksa dan memutus perkara 
pidana anak yang berjumlah 2 orang. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 
Pengadilan Negeri Malang dari tahun 2011 sampai dengan 2013 diketahui jumlah 
perkara pidana yang dilakukan oleh anak mengalami penurunan. Perlindungan 
hukum bagi terdakwa anak dalam proses persidangan meliputi hak-hak terdakwa 
anak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. 
 
Kata Kunci : Implementasi, Perlindungan Hak Anak, Anak Sebagai Pelaku 









Legal protection for the accused child as criminals motivated by increasingly 
many criminal acts performed by children and children as a defendant in the trial 
rights are often not provided with properly. In handling hard cases, the children 
who committed the crime, law enforcement officers both investigators, 
prosecutors and judges should be more careful because children are different from 
criminal checks adults in general. Due to lack of proper treatment in juvenile 
criminal proceedings would have an impact on child survival. In an effort to find 
out the reality of criminal cases committed by children in Malang District Court 
and legal protection for children who commit criminal acts in the proceedings, 
then the approach used in this study is the juridical and sociological data analysis 
was conducted using descriptive analysis. The study was conducted in Malang 
District Court, the respondent was two judge used was a child who never examine 
and decide criminal cases amounting to children . The results of this study 
concluded that the Malang District Court from 2011 to 2013 known number of 
criminal cases committed by children has decreased. Legal protection for child 
defendants in the trial include the rights of the accused child as stated in Law No. 
23
rd
 of 2002 on Child Protection . 
 
Keywords : Implementation , the Protection of Children's Rights , Child Actors In 
Crime , Trial Level 
 
PENDAHULUAN 
Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan 
kewajiban ikut serta membangun negara dan bangsa Indonesia. Anak adalah aset 
bangsa yang akan menentukan nasib bangsa di masa depan. Karena itu, kualitas 
mereka sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka di 
masa kini. Anak Indonesia adalah manusia Indonesia yang harus dibesarkan dan 
dikembangkan sebagai manusia seutuhnya, sehingga mempunyai kemampuan 
untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, bertanggung 
jawab dan bermanfaat. 
Memang disadari bahwa hak-hak anak dijamin dan dipenuhi, terutama 
menyangkut kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi 
mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Namun dalam kehidupan masyarakat, 
permasalahan yang terjadi di kehidupan anak, baik aspek pendidikan, kesehatan, 




Saat ini banyak dijumpai anak-anak yang berperilaku menyimpang. 
Perilaku menyimpang anak ini, jelas tampak kini di tengah-tengah masyarakat. 
Kenyataan-kenyataan ini menunjukkan bahwa perilaku mereka sudah sangat 
mengkhawatirkan dan merupakan masalah yang berbahaya. Hal ini dapat dilihat 
dengan kasus-kasus yang terjadi dan pernah dimuat dalam berbagai media massa. 
Seorang anak yang membantai ayah, ibu dan saudara-saudaranya di Sumatera, 
seorang siswa SMP di Bandung menodai seorang gadis sehabis menonton film 
biru, santri pesantren tewas dibunuh oleh 9 orang teman sekelasnya, hanya karena 
menyenggol temannya yang sedang asyik bermain
1
. 
Anak pelaku tindak pidana adalah anak yang melakukan perbuatan 
melawan hukum, yang perbuatan tersebut sudah diatur di dalam KUHP atau 
hukum tertulis lainnya. Tindak pidana sendiri merupakan keinginan seseorang 
untuk memilik suatu barang tanpa ijin dari pemilik barang tersebut. 
Penyimpangan yang sering terjadi dalam proses penyidikan tindak pidana anak, 
berupa tindak pidana serta penempatan satu sel dalam tahanan dengan tersangka 
dewasa. Hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang No 3 Tahun 1997 
tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Anak) yang harus 
memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak secara lebih jelas ketika 
berhadapan dengan hukum dan harus menjalani proses peradilan. 
Terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik 
dan berwibawa serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap 
harkat dan martabat tersangka, tertuduh terdakwa sebagai manusia
2
 dan yang lebih 
penting lagi, karena pelaku disini merupakan anak-anak dibawah umur yang 
masih butuh pengawasan. 
Hal ini perlu diperhatikan karena dalam banyak kasus tentang tindak 
pidana yang dilakukan anak-anak ditemukan akibat hukum yang diberikan kepada 
anak yang melakukan tindak pidana antara Pasal 23 UU Pengadilan Anak dengan 
Pasal 16 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
(selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak). Hal tersebut tersirat dari kasus yang 
terjadi di Makassar, karena ada aparat kepolisian Polsekta Bontoala masih 
                                                          
1
 Patroli Indosiar, 2003, pada hari Senin, 30 September 2013 pukul 12.15 
2
 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Bina Cipta, Jakarta, 1995, hal 33 
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menahan empat orang anak di bawah umur yang tersangkut kasus pidana tindak 
pidana yang sempat kabur dari tahanan karena merasa tidak nyaman di dalam 
tahanan. Aparat penegak hukum dinilai tidak mengacu pada UU Perlindungan 
Anak
3
. Padahal, banyak upaya yang bisa dilakukan dalam penyelesaian kasus 
pidana yang dilakukan anak. Penyidik harusnya tetap mengacu pada undang-
undang perlindungan anak, bukan pidana murni, meskipun dugaan tindak pidana 
yang dilakukan anak di bawah umur polisi harunya mengedepankan UU 
Perlindungan Anak dan didalam Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) perintah penahanan yang berlaku secara 
subyektif dan obyektif, dan dimana kewenangan penahanan belum mendapat 
putusan hukum atau inkracht dari pengadilan. 
Perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional. 
Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh 
mungkin. Pemberian perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan kepada 
anak yang menjadi korban tindak pidana, namun juga kepada anak yang menjadi 
pelaku tindak pidana, sehingga dalam proses hukum apalagi dalam memberikan 
putusan pidana seharusnya juga mempertimbangkan masa depan si anak karena 
bagi suatu negara, anak merupakan harapan masa depan negara. Apabila anaknya 
baik maka baik pula masa depan bangsa itu. Buruk kualitas anak-anaknya buruk 
pula masa depan bangsa ini. Pada sisi yang lain, anak, merupakan kualitas sumber 
daya manusia sehagai subyek pembangunan bangsa sekarang dan yang akan 
datang. 
Penahanan terhadap anak juga bukan menjadi suatu pilihan, tetapi sedapat 
mungkin penyidik mengedepankan UU Perlindungan Anak. Bukan juga berarti, 
anak kebal dengan hukum, tapi dilihat juga kepastiannya. Proses hukum bisa tetap 
berjalan, tetapi tidak selalu dilakukan penahanan terhadap anak. Aparat hukum 
dapat melakukan pembinaan dalam berbagai cara atau menitipkan anak tersebut 
ke orang tuanya untuk dididik. Tidak jarang juga keluarga yang rela membayar 
jutaan rupiah untuk penangguhan penahanan anak yang melakukan tindak pidana, 
                                                          
3
http://www.kompas.com/Kompolnas.UU.Perlindungan.Anak.Untuk.Kasus.Anak.di.Makassar.htm
l, diakses tanggal 11 November 2013 
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namun pada kenyataannya, aparat penegak hukum sudah menerima uang tersebut, 





Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang hendak diteliti adalah 
implementasi perlindungan hak kebebasan anak pelaku tindak pidana 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak di Pengadilan Negeri Malang serta kendala dan bagaimana 
upaya yang dihadapi hakim di Pengadilan Negeri Malang dalam memberikan 
perlindungan hak kebebasan anak pelaku tindak pidana. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Implementasi Perlindungan Hak Kebebasan Bagi Anak Sebagai Pelaku 
Tindak Pidana Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Pengadilan Negeri Malang 
Pengadilan Negeri Malang menangani kasus tentang anak, berikut adalah 
tabel jumlah kasus anak yang di tangani oleh Pengadilan Negeri Malang pada 
tahun 2011 hingga tahun 2013 : 
Tabel 4.1 
Jumlah Kasus Anak di Pengadilan Negeri Malang 
 




   Sumber : Data Sekunder diolah, 2014 
 
Berdasarkan tabel 4.1, merupakan kasus anak yang ditangani oleh Pengadilan 
Negeri Malang dan putusannya sudah dijatuhkan, dari hasil survey yang dilakukan 
                                                          
4
 www.kompas.com/page/penahanan-anak-di-bawah-umur-oleh -aparat-penegak-hukum. diakses 
tanggal 26 Oktober 2013 
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bahwa sebagaian besar putusan tersebut anak sebagai pelaku tindak pidana 
dijatuhi sanksi penjara. Pada tahun 2011 ada 25 (dua puluh lima) kasus anak yang 
ditangani, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 39 (tiga puluh sembilan) kasus 
anak, sedangkan pada tahun 2013 terdapat 27 (dua puluh tujuh) kasus anak yang 
ditangani, hal yang perlu diketahui adalah terjamin atau tidaknya hak-hak anak 
tersebut dalam proses persidangan
5
. 
Dalam UU Perlindungan Anak ataupun UU Pengadilan Anak, telah 
memberikan perlakuan khusus terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana. 
Hal ini terjadi karena sifat anak dan keadaan psikologisnya dalam beberapa hal 
tertentu membutuhkan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, 
terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada hakekatnya dapat merugikan 
perkembangan mental dan jasmani anak. Perlindungan hak anak tersebut salah 
satunya dalam hal penahanan
6
. 
Esensi dari penahan itu sendiri adalah pengekangan fisik sementara terhadap 
seorang anak berdasarkan putusan pengadilan atau selama anak dalam proses 
peradilan pidana. Berdasarkan UU Pengadilan Anak, perlindungan secara khusus 
dimulai dengan memberikan perlakuan khusus saat penahanan yaitu memisahkan 
penahanan anak dengan orang dewasa. Selain itu, pemeriukasaan dilakukan oleh 
bagian tersendiri yang terpisah dari bagian orang dewasa. Hal ini dimaksudkan 
untuk menghindari anak terhadap pengaruh buruk dari tahanan lain yang lebih 
dewasa karena keadaan mental dan psikologis anak yang mudah meniru perilaku 
orang dewasa
7
. Perlindungan lain juga tampak pada saat penyidikan dan 
persidangan. Pemeriksaan di persidangan tersebut dilakukan tertutup karena 
dimaksudkan agar tercipta suasana tenang dan penuh dengan kekeluargaan 
sehingga anak dapat mengutarakan hak memberikan keterangannya dalam 
peristiwa yang dilakukannya secara terbuka dan jujur selama persidangan 
berjalan. Selain itu, digunakan singkatan nama dari anak, orang tua, wali atau 
orang tua asuhnya dimaksudkan agar identitas anak dan keluarganya tidak 
menjadi berita umum yang justru akan lebih menekan perasaaan serta gangguan 
                                                          
5
 Hasil wawancara dengan Hakim yang menangani kasus Anak Muhammad Buchari Kurniata 
Tampubolon S.H.,M.H pada tanggal 27 Januari 2014 
6
 Hasil kuisioner 10 orang (masyarakat umum) pada tanggal 9 Januari 2014 
7





. Pemeriksaan persidangan dengan kasus anak sebagai pelaku tindak 
pidana itu sendiri memiliki waktu yang terbatas, sehingga hakim yang 
memerikasa dan memutus perkara anak menggunakan hakim tunggal, karena 
dengan menggunakan hakim tunggal, maka perkara akan diselesaikan dengan 
lancar dan putusan yang dijatuhkan akan lebih baik dan lebih tepat. Hakim anak 
dapat mengikuti perkembangan anak yang menjalani pidananya, sehingga dengan 




Kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya dapat membuat perasaan 
tenang, nyaman, dan terlinsungi bagi anak yang sedang dalam pemeriksaan 
sehingga kegundahan yang terjadi pada diri anak akibat tuntutan jaksa dapat 
dihilangkan. Dalam proses penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana 
berdasarkan Pasal 16 ayat 2 UU Perlindungan Anak akan terpenuhi dan tidak 
meninggalkan aspek perlindungan dan pembinaan anak, serta didasarkan pada 
prinsip demi kepentingan yang terbaik bagi anak yang bersangkutan tanpa 
mengurangi perhatian terhadap kepentingan masyarakat. Sehingga antara 
kepentingan anak dengan kepentingan masyarakat berjalan seimbang
10
. 
Lebih lanjut pengaturan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana saat ini, 
juga diatur secara khusus dalam UU Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden 
No. 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak. Dalam UU 
Perlindungan anak disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi 
manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, 
masyarakat, pemerintah dan negara. UU Perlindungan Anak sendiri merupakan 




  Demikian pula secara nasional tujuan sistem peradilan pidana anak yang 
sesuai dengan UU Perlindungan Anak, yaitu tujuan penyelenggaraan sistem 
peradilan pidana anak di Indonesia,untuk melakukan pembinaan dan memberikan 
                                                          
8
 Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak tanpa 
Pemidanaan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010. 
9
 Hasil kuisioner 10 orang (masyarakat umum) pada tanggal 9 Januari 2014 
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 Hasil kuisioner 10 orang (masyarakat umum) pada tanggal 9 Januari 2014 
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 Hasil wawancara dengan Hakim yang menangani kasus Anak Eko Wiyono S.H.,M.Hum pada 
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perlindungan terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana agar tetap terjamin 
pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras 
dan seimbang. Sehingga kepentingan hak anak yang paling diutamakan
12
. 
Namun dalam praktiknya, aparat penegak hukum bisa menangkap seorang 
anak yang hanya menempeli temannya dengan seekor lebah, padahal hal tersebut 
tidak perlu ditangkap, melainkan bisa selesai dengan jalur kekeluargaan, hal 
tersebut mnimbulkan kritik terhadap sistem persidangan anak terus muncul. Mulai 
dari tidak didampinginya anak pelaku tindak pidana tersebut dalam persidangan, 
baik oleh orang tua anak tersebut maupun peran penasehat hukum dalam 
pesridangan tersebut. Pemidanaan sebagai akibat dari sistem peradilan pidana 
anak tidk berjalan efektif dan bahkan semakin memperburuk keadaan anak. 
Beberapa penelitian yang mengkaji tentang tidak terjaminnya hak anak dalam 
proses persidangan menimbulkan dampak yang negatif terhadap anak. 
Pelaksanaan proses persidangan anak yang lebih ke arah pemenjaraan anak 
menunjukkan kecenderungan yang bersidat merugikan bagi perkembangan jiwa 
dan mental anak di masa mendatang serta masih jauh dari kesejahteraan hak-hak 
anak sebagai pelaku tindak pidana
13
. 
Pengadilan Negeri Malang menyelenggarakan pengadilan anak dengan 
fungsi khusus, hal tersebut dicerminkan dengan ketentuan hakim yang 
menyidangkan perkara anak diangkat secara khusus, artinya tidak semua hakim 
dapat mengadili perkara anak, kemudian kekhususan juga terletak pada acara 
pesidangan (hukum acaranya) hal tersebut didasari suatu kenyataan bahwa selama 
ini anak yang melakukan tindak pidana disidangkan di ruang sidang formal 
tempat persidangan umum dan ruang tunggu selama menunggu proses 




                                                          
12
 Hasil wawancara dengan Hakim yang menangani kasus Anak Eko Wiyono S.H.,M.Hum pada 
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B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Memberikan Hak Kebebasan Anak 
Pelaku Tindak Pidana Dalam Tingkat Persidangan Di Pengadilan Negeri 
Malang 
Hambatan melakukan persidangan anak di Pengadilan Negeri Malang, seperti 
kurangnya sarana dan prasarana. Ruangan khusus untuk melakukan persidangan 
anak tidak ada, yang dapat memperngaruhi perkembangan jiwa anak, hal tersebut 
menyangkut hak-hak perlindungan terhadap anak. Pada waktu menghadiri sidang 
atas dirinya atau sebagai saksi, anak tidak terhindar kontak dengan orang-orang 
lain, seperti aparat kejaksaan atau hakim yang kebetulan melakukan sidang 
terhadap orang dewasa pada waktu yang bersamaan. Sebaiknya diadakan ruangan 
sidang yang khusus untuk melakukan persidangan anak, dan waktu melakukan 
persidangan anak hanya pada hari-hari tertentu saja, yang tidak ada sidang lain 
kecuali sidang tentang perkara pidana anak
15
. 
Menyangkut sumber daya manusia Hakim Anak di Pengadilan Negeri Malang, 
perlu ditambah dan dibekali dengan pengetahuan yang mendalam tentang 
peradilan pidana anak dan tentang perlindungan anak
16
. Berdasarkan hasil 
penelitian di Pengadilan Negeri Malang, diketahui bahwa koordinasi antar-
instansi terkait seperti kepolisian, Penuntut Umum, Balai Pemasyarakatan 
(selanjutnya disebut Bapas), dan Hakim Pengadilan belum tercipta dengan baik. 
Hal ini mempengaruhi kelancaran persidangan anak. Sidang sering ditunda karena 
Penuntut Umum tidak cepat dan tepat atau tidak dapat menghadirkan saksi-saksi. 
Karena saksi yang belum tentu datang ketika dipanggil sedangkan waktu 
penahanan terhadap anak yang memiliki waktu lebih sempit, maka ketika proses 
tersebut belum selesai sedangkan waktu penahanan sudah berakhir, maka anak 
akan dikeluarkan dari tahanan dengan dasar keluar demi hukum.bisa juga karena 
bapasbelum dapat membacakan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan 
terhadap anak, karena belum selesai dengan alasan permintaan untuk melakukan 
penelitian kemasyarakatan terlambat. Dalam hal ini, terjadi lempar tanggung 
jawab antar-instansi, hal ini menunjukkan aspek perlindungan hak anak tidak 
terjamin. Sering dilakukan penundaan sidang, akan mengganggu perkembangan 
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 Hasil wawancara dengan Hakim yang menangani kasus Anak Muhammad Buchari Kurniata 
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fisik, mental dan sosial anak, sebab dapat saja anak pada akhirnya diputus bebas, 
atau lepas dari segala tuntutan hukum, atau hanya dijatuhi tindakan 
mengembalikan kepada orang tua atau wali atau orang tua asuhnya untuk dibina 
dan dididik kembali, namun melalui proses persidangan yang lama. Para instansi 
terkait, perlu semakin memahami kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya 
dalam melakukan persidangan anak, apabila hal ini sudah diperhatikan, dapat 




Kenyataannya ada penahanan anak sebagai pelaku tindak pidana yang 
berumur dibawah 14 (empat belas) tahun dengan alasan untuk mempermudah 
proses pemeriksaan di persidangan
18
, hal tersebut menentang hak kebebasan anak 
padahal di dalam UU perlindungan Anak serta UU Sistem Peradilan Pidana Anak 
disebutkan penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak 
telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak 
pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. 
 Penahanan anak yang dilakukan Pengadilan Negeri Malang merupakan 
hambatan tersendiri karena menjadi pro kontra, penahanan anak tidak selalu harus 
dilakukan, sehingga dalam hal ini penyidik diharapkan betul-betul 
mempertimbangkan apabila melakukan penahanan anak. Dasar diperkenankannya 
suatu penahanan anak adalah adanya dugaan keraas melakukan tindak pidana 
berdasarkan bukti yang cukup bahwa anak melakukan tindak pidana. Seharusnya 
penundaan penahanan juga menjadi pemikiran tersendiri karena penundaannya 
tidak boleh lebih dari 8 hari untuk tiap kali penahanan
19
. 
 Hail penelitian di Pengadilan Negeri Malang pada Putusan No. 
508/Pid.Sus/2013/PN.Mlg dengan terdakwa CGV dilakukan penahanan dari 
tanggal 10 September 2013 hingga 17 Oktober 2013 atau selama 1 (satu) bulan 7 
(tujuh) hari , Putusan No. 770/Pid.Sus/2012/PN.Mlg dengan terdakwa XXX 
dilakukan penahanan dari tanggal 22 Oktober 2012 hingga 05 Januari 2013 atau 
selama 2 (dua) bulan 14 (empat belas) hari, dan putusan No. 317/ 
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Pid.Sus/2013/PN.Mlg dengan terdakwa HP dilakukan penahanan mulai dari 24 
Mei 2013 hingga 08 Agustus 2013 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari. Padahal 
sebelum putusan dijatuhkan pemeriksaan yang memerlukan penahanan, 
penundaannya tidal boleh lebih dari 8 (delapan) hari untuk tiap kali penahanan. 




Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa hambatan Pengadilan 
Negeri Malang dalam memberikan hak kebebasan anak sebagai pelaku tindak 
pidana adalah selalu menerima limpahan penuntutan perkara anak sebagai pelaku 
tindak pidana. Alasan tidak pernah dilakukan penghentian penuntutan, karena 
didukung oleh bukti-bukti yang cukup untuk dilimpahkan ke Pengadilan. Alasan 
ini jika ditinjau dari aspek perlindungan hak anak kurang tepat sebab bisa saja 
bukti-bukti cukup bahwa anak melakukan kenakalan, namun atas pertimbangan 




 Para hakim Pengadilan belum memahami syarat penahanan anak adalah 
atas dasar pertimbangan kepentingan anak atau atas dasar pertimbangan 
kepentingan masyarakat. Hakim anak seharusnya hakim khusus yang memiliki 
keahlian khusus dalam rangka perlindungan hak anak. Hakim anak disamping 
memiliki pendidikan hukum harus ditambah dengan pengetahuan tentang 
psikologi, psikiatri, sosiologi, dapat menyelami jiwa anak, ingin ikut membina 
dan membantu. Kriteria yang cocok menjadi hakim anak adalah para hakim yang 
telah berumur 35 (tiga puluh lima) tahun ke atas dan yang sudah berkeluarga, atau 
yang sudah berkeluarga yang telah bertugas sebagai hakim minimal 15 (lima 
belas) tahun. Hakim yang memiliki kualifikasi tersebut diharapkan dapat 
menganalisis segala hal yang berkaitan dengan masalah anak. Apabila para 
penegak hukum telah dididik secara khusus untuk menangani perkara pidana 
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C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Memberikan Hak Kebebasan Anak Pelaku 
Tindak Pidana Dalam Tingkat Persidangan Di Pengadilan Negeri Malang 
 Upaya konkrit yang dilakukan Pengadilan Negeri Malang terhadap sarana 
dan prasarana bagi anak pelaku tindak pidana dalam persidangan adalah 
menyedikan ruangan khusus untuk persidangan anak, ruangan tersebut dibuat 
semaksimal mungkin guna memberikan perlindungan pada hak-hak anak, karena 
pengadilan anak tidak boleh dicampur adukkan dengan pengadilan orang dewasa, 
sebisa mungkin ada pembagian hari dimana 1 (satu) hari tersebut dkhususkan 
untuk menjalankan persidangan anak. 
 Upaya yang berikutnya adalah Pengadilan Negeri Malang 
mengoptimalkan koordinasi yang baik dengan aparat hukum yang lainnya, 
sehingga peradilan anak dapat selesai dengan cepat dan tidak berbelit-belit. Mulai 
dari penyidikan oleh polisi, penyidikan oleh kejaksaan hingga pelimpahan berkas 
ke pengadilan harus dilakukan secara tepat dan cepat, karena dengan pemeriksaan 
yang berbelit-belit dan terlalu lama akan memberikan dampak yang negatif 
terhadap anak, terutama terhadap psikis anak. Semakin cepat proses peradilan 
anak maka semakin cepat pula pembebasan hak anak dari tuntutan hukum yang 
menjeratnya. Terutama kerja sama antara pengadilan dengan saksi yang akan 
didatangkan di pengadilan, saksi hanya sekali saja dilakukan pemanggilan. 
Setelah itu saksi harus datang di pengadilan dan tidak diperbolehkan untuk absen 




Sedangkan upaya hukum yang dilakukan Pengadilan Negeri Malang 
dalam menghilangkan penahanan dalam bentuk apapun sedang dilakukan. Karena 
meskipun anak tidak ditahan, anak sebagai pelaku tindak pidana dapat melakukan 
pemeriksaan secara berkala. Pengadilan Negeri Malang mengupayakan jadwal 
pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, misalkan dalam 
seminggu anak dapat menghadiri pemeriksaan selama 3 (tiga) kali tanpa 
menghilangkan hak kebebasan anak. Penahanan hanya dilakukan sebagai upaya 
terakhir dan melalui pertimbangan tersendiri. 
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Upaya penghentian penuntuan anak sebagai pelaku tindak pidana oleh 
Pengadilan Negeri Malang sebenarnnya tidak dapat dilakukan, karena 
kewenangan dalam melanjutkan ke persidangan atau tidak merupakan 
kewenangan Kejaksaan, namun Pengadilan Negeri Malang dapat bekerja sama 
dengan Kejaksaan sebagai penyidik agar setiap perkara anak sebagai pelaku 
tindak pidana untuk ditangguhkan atau dipertimbangan kembali. Hal tersebut 
mengutamakan kepentingan anak dan kesejahteraan anak. Anak dapat dihukum 
karena perbuatannya termasuk didalam tindak pidana, akan tetapi untuk 
menghadapi persidangan dan penahanan harus dipertimbangkan kembali
24
. 
Pengadilan Negeri Malang menggunakan sistem peradilan anak yang adil 
yaitu lebih jauh dari sekedar penerapan hukum atau peraturan perundang-
undangan formal. Dalam pengertian peradilan anak yang adil ini, terkandung hak 
kebebasan anak sebagai warga negara. Keadilan adalah suatu kondisi dimana 




Dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Malang dilakukan upaya 
untuk menghindarkan hal-hal yang dapat menghilangkan terjaminnya hak-hak 
anak, dihindarkannya gertakan-gertakan maupun kekerasan fisik terhadap anak 
sebagai pelaku tindak pidana. 
Selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Malang, hak-hak anak harus 
dilindungi, seperti asas praduga tak bersalah, hak untuk memahami dakwaan, hak 
untuk diam, hak untuk menghadirkan orang tua atau walau atau orang tua 
asuhnya, hak untuk berhadapan dan menguji kesaksian atas dirinya dan hak untuk 
banding. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan 
praktiknya harus berjalan seimbang
26
. 
Peraturan perundang-undangan harus berlaku dengan baik dan sesuai dengan 
kenyataan yang ada. Semua berawal dari peraturan hukum itu sendiri, dimana 
terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan peraturan perundangan mengeai 
bidang hukum tertentu, kemungkinan lainnya yang dapat terjadi adalah 
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ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum yang tidak 





Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka 
dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya : 
1. Perlindungan hak kebebasan anak pelaku tindak pidana oleh Pengadilan 
Negeri Malang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 
No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak namun masih banyak 
kekurangan dalam pelaksanaannya. 
2. Terdapat kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Malang dalam 
melakukan perlindungan hak kebebasan anak sebagai pelaku tindak pidana, 
seperti tidak ada ruangan khusus untuk pengadilan anak, tidak 
didampinginya anak oleh penasehat hukum, penahanan yang terlalu lama 
terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Namun, Pengadilan Negeri 
Malang mulai melakukan upaya yang maksimal dalam menghadapi kendala 
perlindungan hak kebebasan anak sebagai pelaku tindak pidana adalah 
menyediakan ruangan khusus untuk persidangan anak mengoptimalkan 
koordinasi yang baik dengan aparat hukum yang lainnya, upaya 
penghentian penuntutan anak sebagai pelaku tindak pidana serta 
menghilangkan penahanan dalam bentuk apapun terhadap anak sebagai 
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